KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN
TIM PEMANTAUAN INSIDENTIL BARANG MILIK NEGARA

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan
dan Pengendalian Barang Milik Negara, perlu dilakukan
pemantauan Barang Milik Negara baik secara periodik
maupun insidentil;

bahwa dalam rangka pelaksanaan pemantauan Barang Milik
Negara baik secara periodik maupun insidentil, perlu
membentuk Tim Pemantauan Periodik dan Tim Pemantauan
Insidentil Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tabanan,;

bahwa pembentukan Tim Pemantauan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021
tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);



Menetapkan

KESATU

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah
beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Kuasa
Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMANTAUAN PERIODIK DAN TIM PEMANTAUAN INSIDENTIL
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025.

Membentuk Tim Pemantauan Periodik dan Tim Pemantauan

Insidentil Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tabanan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan

sebagai berikut:
Jabatan
No Nama dan NIP Jabatan dalam | “, .-
Dinas -
Tim
1 Ir. I Nyoman Swandika, M.Si. | Sekretaris Komisi | Ketua

NIP.19671120 200003 1 005 | Pemilihan Umum
Kabupaten

Tabanan




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Jabatan
No Nama dan NIP Jabat&fn dalam -
Dinas ;
Tim
2 Gst Ayu Putu Kristiana Dewi, | Kasubbag Anggota
S.H. Keuangan,
NIP. 19850716 200604 2 010 | Umum dan
Logistik
3 Nizar, S.Sos. Ahli Pertama- | Anggota
NIP. 19880615 202421 1 020 | Tata Kelola
Pemilu

Tim Pemantauan Periodik dan Tim Pemantauan Insidentil Barang

Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a.
b.

Memantau pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara;
Memantau kebenaran pencatatan Barang Milik Negara pada
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan
Sistem Informasi Managemen Aset Negara (SIMAN);
Melakukan koordinasi terkait pengawasan dan pengendalian
Barang Milik Negara dengan Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL);

Membuat Berita Acara pemantauan baik secara periodik dan
insidentil;

Membuat laporan pengawasan dan pengendalian Barang
Milik Negara.

Masa tugas Tim Pemantauan Periodik dan Tim Pemantaun

Insidentil Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai

dengan tenggal 31 Desember 2025

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 4Januari 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya KABUPATEN TABANAN,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

ttd.

I NYOMAN SWANDIKA




